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1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Salah satu peran UMKM
dalam menunjang pembangunan negara yaitu melalui kontribusinya dalam membayar
pajak. Seperti yang diketahui bahwa pajak adalah salah satu sumber penerimaan
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Salah satu contoh dimana UMKM sangat penting untuk perekonomian

negara, Pada tahun 1998, Indonesia diterpa krisis ekonomi hebat yang membuat
perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun saat krisis ekonomi tersebut, banyak
sektor UMKM vyang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia
justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi sangat tidak



baik. Yang menyelamatkan perekonomian Indonesia adalah UMKM bukan
konglomerat atau sejenis perusahaan lainnya, (Bahlil ;2020) .

Menurut Rudjito (2015;62) UMKM adalah usaha yang membantu
perekonomian Indonesia, karena UMKM akan membentuk lapangan kerja baru yang
akan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Sebagaimana kita tahu
bahwa, UMKM merupakan badan usaha yang tidak memandang usia, derajat, dan
pendidikan.Yang berarti UMKM dapat dijalankan oleh semua kalangan masyarakat.

Asalkan mematuhi kewajibannya untuk membayar pajak kepada pemerintah.
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perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Berdasarkan
defenisi diatas dapat kita pahami bahwa pengetahuan pajak merupakan kemampuan
seseorang atau wajib pajak memahami peraturan, undang-undang, dan tata cara
pembayaran pajak, perpajakan baik dari segi penerapannya mengetahui peraturan
perundang-undangan yang ada didalamnya.

Pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) telah menerbitkan kebijakan
penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) final menjadi 0,5 % bagi pelaku usaha

mikro, kecil, dan Menengah (UMKM). Aturan tersebut dituangkan dalam peraturan



dalam peraturan pemerintahan (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan
atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki
peredaran bruto tertentu sebagai pengganti atas peraturan perintahan Nomor 46
Tahun 2013, yang diberlakukan secara efektif per 1 juli 2018. PP 23 Tahun 2018
pada dasarnya mengatur pengenaan PPh Final Pasal 4 ayat (2) bagi wajib pajak yang
memiliki peredaran bruto (omzet) sampai dengan 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun
pajak. PP tersebut mencabut PP Nomor 46 Tahun 2013 yang berlaku selama lima
tahun sejak pemberlakuannya 1 juli 2013. Wajib pajak UMKM kebanyakan belum
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perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan
kata lain sanksi perpajakan adalah alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar
norma perpajakan.
Tabel 1.1
Ringkasan Rasio Kepatuhan WPUMKM dalam menyampaikan SPT dan
Realisasi PPh 21 di Kabupaten Karo Tahun 2018-2021

Rasio Kepatuhan




Tahun | WPUMKM | WPUMKM SPT WPUMKM dalam Realisasi PPh21
Terdaftar Efektif PPh21 Menyampaikan (Rp)
SPT (%)
2018 4760 4427 1332 63.50 449.290.616
2019 4989 4640 1396 51.96 207.198.101
2020 9673 8996 2708 45.15 273.771.723
2021 10440 9710 2923 41.38 338.122.882

Sumber : Pajak.go.id
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Table 1.2
Daftar UMKM yang a@e}é&%{e&l’@éa Jaan dan koperasi usaha kecil

menengah kabupaten karo tahuni2018-2021

-

Tahun Jumlah
2018 4760
2019 4989
2020 9673
2021 10440

Sumber : Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Karo (2022)



UMKM di kabupaten karo dari tabel 1.2 diatas memiliki peningkatan jumlah
yang signifikan dari tahun 2018-2021 di kab karo, dimana pendapatan UMKM
seharusnya bisa meningkatkan penerimaan pajak di kabupaten karo. Menurut peneliti
terdahulu Sarinta sitepu (2010) menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak daerah
yang dilakukan pemerintah kabupaten karo belum menunjukkan hasil yang
memuaskan, banyak wajib pajak yang sulit untuk membayar pajak. Pertambahan
jumlah UMKM tersebut seharusnya bisa menyeimbangi tingkat penerimaan pajak
UMKM di kabupaten karo. Namun menurut data yang saya peroleh bahwa tingkat
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1.2 Identifikasi Masalah
Adapun untuk identifikasi masalahnya, antara lain:

Pengaruh Pemahaman Akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Perlunya Wajib Pajak mengetahui tata cara membayar kewajibannya.

Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap kepatuhan wajiib pajak UMKM.

> w0 DB

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.



1.3 Pembatasan Masalah

Karena keterbatasan penulis dari segi biaya, waktu, dan tenaga maka penulis
membatasi penelitian ini, yaitu : Pemahaman Akuntansi, Pengetahuan Pajak, Sanksi
Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Karo.

1.4 Rumusan Masalah
Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah :
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1.6 Manfaat Penelitian
Manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain :

1. Bagi penulis



Penelitian ini sebagai sarana bagi penulis untuk melatih kemampuan dalam
bidang penelitian dan menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah saya pelajari
selama masa perkuliahan.

2. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi sejauh mana pengetahuan
wajib pajak di bidang akuntansi dan perpajakan, dan faktor-faktor yang membuat
wajib pajak UMKM tidak sepenuhnya membayarkan kewajibannya.
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